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PUTUSAN
Nomor 0505/Pdt.G/2018/PA.Pkp
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 22 Januari 1986, agama
Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan
Strata |, tempat kediaman di, Kota Pangkalpinang,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Machrizal, S.H. Dan Ferdy
Hermawan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Re.
Martadinata No. 59 Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Opas
Indah Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 12 Agustus 1984, agama
Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata
I, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Desember
2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang

1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang sah, menikah
pada hari Jum’at, tanggal 11 November 2011 ( 15 Dzulhijjah 1432 H ),
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berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 281 / 31 / Xl | 2011, Tanggal
11 November 2011, di Kantor Urusan Agama Rangkui Kota
Pangkalpinang, dengan Wali Nikah bernama M. SOFIE, dengan Mas
Kawin berupa Seperangkat Alat Shalat dan Cincin Emas 10 Mata, dimana

antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum pernah bercerai

2, Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik
(talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana

tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat

bertempat tinggal di Perumahan Kampak dan selama pernikahan tersebut
Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya
suami istri, dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing

bernama :

a. IHSAN AZKA SYAMIL, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 29
November 2012, berumur + 6 Tahun ;

b. AHMAD RAZAN AL GHIFARI, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada
tanggal 28 Maret 2015, berumur + 3 Tahun ;

Ke dua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam asuhan Penggugat ;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam

keadaan rukun namun sejak pertengahan tahun 2016 ketentraman rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat
dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
penyebabnya adalah antara lain :

4.1. Tergugat sering mengerjakan proyek tanpa sepengetahuan penggugat
yang baru diketahui oleh Penggugat saat proyek Tergugat mengalami
kerugian ;

4.2 Saat proyek pertama mengalami kerugian penggugat masih menganggap
hal tersebut biasa dalam bidang pekerjaan dan masih tetap berusaha
mendukung dan menyemangati Tergugat untuk tetap berusaha serta lebih
berhati-hati dalam mengambil pekerjaan selanjutnya, Penggugat juga rela
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meminjam uang ke Bank sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta
Rupiah) untuk menutupi kerugian pekerjaan tergugat ;

4.3. Penggugat mulai merasa kesal dan semakin sering terjadi percekcokan
karena Tergugat mulai sering berbohong dan kerugian dalam pekerjaan
sering terjadi berulang-ulang sampai membuat Penggugat sering
meminjam uang di koperasi kantor dan meminjam uang kepada teman
kantor Penggugat sehingga Penggugat merasa malu, sedih dengan
keadaan ekonomi dalam rumah tangga Penggugat semakin tidak
menentu;

4.4. Bahwa kemudian Penggugat berusaha untuk bersabar dan selalu
menanyakan pekerjaan proyek tersebut mengapa sering rugi, Tergugat
selalu marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat ;

5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus
sehingga di akhir tahun 2017, Tergugat tanpa alasan yang jelas meminta
berpisah dan bercerai dengan Penggugat, yang kemudian Tergugat
meninggalkan Penggugat dengan anak-anaknya hingga saat ini, selama
itu sudah tidak ada hubungan lagi ;

6. Bahwa dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada
kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali
membina rumah tangga ;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga
Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi
menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan

hasil ;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah
tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan
tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena

perceraian ;
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9. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat
tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon
ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak

hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas ;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk
mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar
pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun
dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f)
PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g)
Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan

gugatan cerai ini dikabulkan ;

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006
tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal
22 Oktober 2002, memerintahkan panitera Pengadilan Agama
Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal
Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan
Penggugat danTergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk
itu ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat

memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat ) Terhadap
Penggugat (Penggugat)

3. Menetapkan kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
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a. IHSAN AZKA SYAMIL, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 29
November 2012, berumur + 6 Tahun dan ;

b. AHMAD RAZAN AL GHIFARI, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada
tanggal 28 Maret 2015, berumur + 3 Tahun ;
berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan

Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Atau : apabila Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang c.q Majelis
Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan
surat ijin gugat cerai, Nomor : 6203/153/PU-BM/VI111/2015 yang dikeluarkan oleh
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bangka Belitung tanggal 5 Agustus 2015;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
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selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-

alat bukti berupa:

A. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 281 / 31 / XI / 2011, Tanggal 11
November 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Rangkui
Kota Pangkalpinang, dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan
dinezelegen lalu diberi kode bukti P;

B.Saksi:

1. Saksi 1 umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat

kediaman di Pangkalpinang di bawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak kandung
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada
tanggal 11 November 2011 di Rangkui dan telah dikaruniai anak 2 orang;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan
harmonis namun setelah anak pertama sudah mulai tidak harmonis lagi,
karena Penggugat dengan Tegrugat sering bertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat
mengerjakan proyek namun selalu rugi akhirnya Tergugat pinjam uang tanpa
sepengetahuan Penggugat serta sering berkata kasar;

- Bahwa Pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat yaitu
patahu 2017 akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sekitar 1 tahun
lalu, tidak pernah lagi saling memperdulikan;

- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berupaya mendamaikan

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
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2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di
Kota Pangkalpinang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada

tanggal 11 November 2011 di Rangkui dan telah dikaruniai anak 2 orang;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan
harmonis namun setelah anak pertama sudah mulai tidak harmonis lagi,
karena Penggugat dengan Tegrugat sering bertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat
mengerjakan proyek namun selalu rugi akhirnya Tergugat pinjam uang tanpa
sepengetahuan Penggugat serta sering berkata kasar;

- Bahwa Pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat yaitu
patahu 2017 akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sekitar 1 tahun
lalu, tidak pernah lagi saling memperdulikan;

- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berupaya mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada lagi mengajukan
tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya tetap pada isi gugatannya
dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita
acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan

dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagai tersebut di atas;
Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap
Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
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telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada
harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga karena telah pisah tempat
1 tahun yang lalu karena Tergugat meninggalkan Penggugat, dengan demikian
yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang
didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan
untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir
dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan
demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 orang saksi/keluarga
seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis
menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan
dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti
pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para
saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan
perkara ini ;

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Penggugat, Majelis
menilai bahwa kesaksian a quo telah sejalan dengan dalil-dalil gugatan
Penggugat sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yang telah berlangsung sejak Juni 2018 yang lalu dan puncaknya
pertengkaran sejak Juni 2018 lalu, sehingga pisah tempat tinggal dan tidak ada
saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas,
Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah selalu terjadi
perselisihan dan pertengkaran serta tidak harmonis lagi karena Tergugat

suka pinjam uang tanpa sepengetahu Penggugat;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2017 yang
lalu karena Tergugat meninggalkan rumah sampai sekarang dan tidak saling
perdulikan lagi ;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk
mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak
suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun
damai, dan telah pisah rumah, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin
antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan
yang sakinah, mawaddah dan rahmabh;

Menimbang bahwa karena Tergugat telah pergi meninggalkan
Penggugat 1 tahun lebih, sehingga mempertahankan rumah tangga yang
demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan
ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami
isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus
dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah figh:

dlasll Lz (e pio auwliall 1))
Artinya :“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari
kemaslahatan”
Disamping itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama
dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi

pendapat majelis sebagai berikut:
adlle uolall ade sllo lg>9 ) a>g 3l ans,, pac il 151

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian
rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
terjadi rumah tangga yang pecah yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari
siapa yang yang menjadikan keadaan itu sedemikian rupa, hal mana sesuai
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dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990
dengan demikian maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai
dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf
() Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa
gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan untuk
bercerai, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan
dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena
Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah
beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut
harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan
verstek ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karena perkara ini mengenai sengketa
perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya
perkara ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di muka sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat ) Terhadap
Penggugat (Penggugat)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp.211.000 (dua rtaus sebelas ribu rupiah)
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Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2018 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H.
Muhammad Takdir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi
dan Bustani, S.Ag.,MM.,MH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh H. Daeng Sigolo, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. Herman Supriyadi Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Bustani, S.Ag.,MM.,MH.

Panitera,

H. Daeng Sigolo, S.Ag
Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp120.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 211.000,00

( dua ratus sebelas ribu rupiah )
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